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ABSTRAK

Nama : Rusmanida

Nim 220102032

Fakultas/Prodi : Hukum Ekonimi Syariah

Judul : Analisis Praktik Simpan Pinjam Bantuan Keuangan

Pemakmur Gampong di Kampung Penosan Jaya Kab.
Bener Meriah Berdasarkan Teori Qardh
Tanggal Sidang : 21 Januari 2026

Tebal skripsi 176

Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag.

Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : Qardh, Simpan Pinjaman, BKPG.

Praktik simpan pinjam yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Pemakmur
Gampong (BKPG), yang merupakan salah satu instrumen pemberdayaan
ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Penosan Jaya. Program ini
awalnya dirancang untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat melalui
mekanisme peminjaman dana yang dikelola secara mandiri. Namun, dalam
implementasinya muncul praktik pengembalian dana yang melebihi jumlah
pokok pinjaman, sehingga menimbulkan persoalan normatif terkait
kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Fenomena tersebut
menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini dengan fokus pada dua aspek,
yaitu bagaimana sistem simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong
(BKPG) dan analisis kesesuaiannya dengan teori gardh. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui
wawancara, observasi, dan kajian dokumen terkait praktik simpan pinjam di
masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem
simpan pinjam BKPG berkontribusi positif terhadap kebutuhan ekonomi
masyarakat dan memberikan kemudahan akses pembiayaan, sistem
pengembaliannya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam gardh.
Tambahan pengembalian yang dibebankan kepada peminjam mengindikasikan
adanya unsur manfaat yang termasuk dalam kategori riba, sehingga bertentangan
dengan ketentuan akad gardh yang mensyaratkan pengembalian tanpa tambahan.
Kondisi ini mengharuskan adanya perbaikan struktural dalam pengelolaan dana
BKPG agar praktik simpan pinjam tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap
pedoman pengelolaan Dana BKPG dengan menyesuaikan mekanisme simpan
pinjam agar bebas dari unsur tambahan yang dilarang dalam hukum syariah.
Pemerintah desa dan pengelola BKPG disarankan untuk menyusun standar
operasional prosedur yang lebih transparan, berkeadilan, dan selaras dengan
prinsip-prinsip syariah, tanpa menimbulkan pelanggaran normatif.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K Nomor: 158
Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987
1. K onsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan
sebagian lagi dengan h uruf dan tanda tangan sekaligus. Di bawabh ini daftar huruf
Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf | Nama | Huruf | Nama Huruf | Nama Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
Tidak J Tidak ( deTne .
| AIf | dilamba | dilamba | L @’ T NS0
Ngkan | Ngkan higgk di
& bawah)
Zet
N Ba’ B Be L za , | (dengan
; i titik di
bawah)
Koma
< Ta’ T Te ¢ ‘ain . terbalik
(diatas)
Es
< Sa’ S (Gensap ' Gain G Ge
titik <
diatas)
z Jim J Je - Fa’ F Ef
Ha
- (dengan e y .
dibawah)
¢ | Kha | Kh Kahgan 4 Kaf K Ka
2 Dal D De J Lam L El
3 Zal Z Zet N Mim M Em
(dengan
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titik di
atas)
J Ra’ R Er O Nun N En
J Zai V4 Zet E) Wau w We
o Stn S Es ° Ha’ H Ha
o Syin Sy Esyc;an e Hamzah ‘ Apostrof
Es
sad (dengan Ya’ Y Y
<= ’ S titik di ¢ " ©
bawah)
De
. (dengan
= | Pad g ik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fatah A
Kasrah I
Dammah U

b) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:



Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
@ Fatah dan ya Ai
SG Fatah dan wau Au
Contoh:
S =Kaifa, Js» =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
@/’ Fathah dan alif atau ya A
& Kasrah dan ya I
3 Dammah dan wau U
Contoh:
& = qala
) = rama
dé = qila
Js8 = yaqilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

a. Ta marbutah ( & )hidup
Ta marbutah ( 3 )yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (& )mati
Ta marbutah (¢ )yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ¢ )diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3 )itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
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JukY 43 - raud ah al-atf3l
855l &l - al-Madinah al-Munawwarah
Al - talhah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:
(b} - rabbana J%  -nazzala
S - al-birr 0 - al-hajj
Azl - nu 'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hururf,

yaitu ( ), namun dal am translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah Kata sandang yang diikuti
oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan
di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah
maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

NSl -ar-rajulu 3 ) -as-sayyid
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s 2%y -asy-syamsu (;L,_s\ -al-qalam
Xl -al-badi'u Jya -al-jalalu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,

itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila

hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh:
:)jj;'.% - ta khutina ,;33\ - an-nau
Sk T syaiun 5  -inna
&L - umirtu Jf‘ - akala

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
OS5 A A &5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O el 3 JKI ) 58508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
Qa2 53 -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahtmul Khalil
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
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apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahulu 1 oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Jsn V) Aah L -Wa ma Muhammadun illa rasul
&olas 38y, il - lallazi bibakkata mubarakkan

Gl 4 Ol g3l (lima %5 -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al Qur'anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur'anu
oaall 3830 815 Al g -Wa lagad ra'ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubini
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:
B 85 A (sl - Nasrun minallahi wa fathun qarib
FACPR s P - Wallaha bikulli syai'in 'alim
10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:

Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
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3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem simpan pinjam telah menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi
masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam konteks sosial,
praktik ini berkembang sebagai bentuk solidaritas kolektif dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi rumah tangga maupun usaha mikro, sistem ini berfungsi
sebagai solusi alternatif yang mudah diakses, berbasis kepercayaan, dan
disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Dalam praktik simpan pinjam yang terjadi di pedesaan biasanya masih
berjalan secara tradisional yang tidak memiliki lembaga formal seperti koperasi,
atau lembaga keuangan syariah lainnya, dimana salah satunya terdapat di desa
penosan jaya yang praktik simpan pinjam nya masih bersifat tradisional dan
informal.

D1 Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
sistem ini masih dijalankan dengan sebutan “Simpan Pinjam BKPG”. Praktik ini
berfungsi sebagai sumber pinjaman bagi masyarakat di Kampung Penosan Jaya,
dimana masyarakat memanfaatkan pinjaman tersebut untuk keperluannya.

BKPG disini adalah Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong yang
diberikan pemerintah untuk kemakmuran gampong, pada praktiknya simpan
pinjam BKPG ini masyarakat meminjam uang dari dana BKPG tersebut yang
telah disepakati masyarakat untuk pinjaman masyarakat. Masyarakat menjadikan
simpan pinjam BKPG ini menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan uang
untuk pinjaman bahkan untuk modal usaha dan keperluan lainnya disaat
masyarakat tidak mempunyai uang, dimana natinya masyarakat mengembalikan
uang tersebut sesuai hari yang dijadwalkan dan jumlah yang telah ditentukkan
dan disepakati.

Selain itu masyarakat melakukan praktik simpan pinjam dengan adanya



pertambahan nilai pada saat pengembalian pinjaman, sesuai kepanjangannya
yakni “Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong” masyarakat menggunakan
dana tersebut untuk dijadikan sebagai tempat pinjaman dana agar dana dari
batuan tersebut dapat disalurkan dan berjalan dalam waktu yang lama sehingga
sangat membantu masyarakat ketika membutuhkan dana.

Tujuan BKPG adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, menanggulangi kemiskinan dan
mengurangi kesenjangan, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan
gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi gampong, meningkatkan
kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat, meningkatkan
ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelaksanaan syari'at
Islam, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Meskipun sebenarnya program BKPG-nya sendiri sudah tidak aktif dari
pemerintah namun sistem simpan pinjam ini masih berlaku di kalangan
masyarakat Kampung Penosan Jaya, yang mana sistemnya dijalankan secara
seadanya, tanpa pengawasan lembaga formal, dan dikelola oleh warga secara
gotong royong. Tapi yang menarik, pada saat pengembalian pinjamannya terdapat
pertambahan nilai dari jumlah pinjaman awal, setiap peminjam harus
mengembalikan uang dalam jumlah yang ditentukan, misalnya pinjam
Rp500.000 (lima ratus ribu) tapi harus mengembalikan Rp550.000(lima ratus
lima puluh ribu). Tambahan ini sering dipahami sebagai “vang jasa” atau
“kontribusi sosial” bagi sebagian masyarakat kampung namun sebagian lagi
mengatakan bahwa itu adalah bunga pinjaman, uang tambahan tersebut
dijadikan untuk memastikan dana tetap bertambah dan dapat digunakan kembali
oleh warga lain nantinya dalam arti kata lain dana tersebut terus diputar agar
dapat berjalan seiring waktu. Walaupun tujuan utamanya adalah untuk

menjaga keberlanjutan dana, sistem ini menimbulkan persoalan dari segi hukum



ekonomi syariah.

Dalam fiqih muammlah simpan pinjam dikenal dengan istilah gard. Qardh
adalah pinjaman hutang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak
lainnya, dimana peminjaman tersebut digunakan untuk usaha atau kebutuhan
pribadi. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai
dengan jumlah yang dipinjamnya.! Qardh juga merupakan suatu akad antara dua
pihak, usaha yang dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada
pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang
tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.’

Menurut ulama Hanafiyah, gardh adalah harta yang diberikan seseorang
dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau
dikembalikan atau dengan kata lain gardh adalah suatu perjanjian yang khusus
untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian
dikembalikan persis seperti yang diterimanya.’

Menurut Syafi‘iyah, gardh dalam istilah syara® diartikan dengan sesuatu
yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan kepada
orang tersebut. Menurut Hambali, gardh adalah memberikan harta kepada orang
yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.*

Dalam praktik simpan pinjam (gard) tidak dibenarkan mengambil
keuntungan oleh mugtarid (orang yang mengutangkan).’ dibolehkan oleh

para ulama, sebagaimana °firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 245:

1
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Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia

! Muhammad Syaugqi, Figih Muammalah Kontemporer (Jawa Tengah: Pena Persada,
2021). hlm 67

2 Ismail Salisa Amini, Bank Wakaf Mikro (Sebuah Kajian Analisis Peran Dan
Tantangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat) (Medan: Merdeka Kreasi, 2021). hlm 75.

3 Wardi Muslich, Figih Muammalah (Jakarta: Amzah, 2010). hlm 274.

4 Rini Cahyaning Tias, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam
Jempitan,” 2023. hlm 26.

5 Azza, Fatimah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam
Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan,” 2016. hlm30.



akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya
berkali- kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki).
Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”¢

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang bersedia memberikan
bantuan hutang berupa barang atau vang yaitu dengan menafkahkan hartanya di
jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, maka
Allah akan menggandakan pembayarannya berupa rizki yang melimpah.’

Dalam islam simpan pinjam termasuk ke dalam akad tabarru' (sosial)
karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan
dan ketakwaan bukan akad tijarah (komersial).®

Dalam QS. Al-Maidah (5): 2 ditegaskan:

h AL T LY 1 i’ oA ‘if, ' S o,
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Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan”.’

Ayat di atas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong dijalan yang
baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat
dosa dansaling bermusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada
orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah
swt.!® Hikmah adanya akad gard adalah menghilangkan kesusahan, memberi
bantuan bagi yang membutuhkan serta menumbuhkan rasa cinta kasih antar

sesama manusia. Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang

QS Al Baqarah Ayat 245

7 Khoirul Ummah, Skripsi Implementasi Simpan Pinjam Pada Kelompok Usaha
Bersama Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Baang Barat, 2021. hlm
5.

8 R Subekti And R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) 1838,” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952.,2019.

® Qur’an Surah Al-Maidah (5): 2

10 Nurul L Mauliddiyah, “Peranan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa
Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Kuapan Kec.Tambang Kab. Kampar,”
2021, hlm 6.



membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah. Selain itu,
qard dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-
sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam pergaulan
hidup manusia di manapun juga.

Allah juga menjanjikan siksa apabila ketentuan ini dilanggar oleh manusia.
Seharusnya hal ini dijadikan dasar bagi sesama mukmin untuk memberikan
pertolongan, namun dalam faktanya masih banyak umat Islam yang memberikan
pertolongan yang di dalamnya tidak sesuai dengan hukum Islam. !

Objek penelitian yang penulis pilih adalah fenomena sosial berupa transaksi
simpan pinjam yang terjadi di Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah. Transaksi simpan pinjam ini merupakan kegiatan
yang dibentuk atas dasar ta’awun (tolong menolong), yaitu tolong menolong
dalam artian untuk memenuhi kebutuhan. Transaksi simpan pinjam ini
menggunakan akad gard, dimana masyarakat meminjam uang karena disini
menggunakan akad gard yang pada prinsipnya akad tersebut merupakan akat
tabarru’, yang mana dalam hal ini sebagai pemberi utang tersebut tidak
diperkenankan mengambil manfaat.

Mengutip dari karya buku Djazuli yang berjudul “Kaidah-kaidah Figih”
bahwa adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman, hal ini dijelaskan dalam
kaidah fikih yang berbunyi, “Setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat
(bagi yang berpiutang) adalah riba”.

Berdasarkan latar  belakang masalah tersebut diduga terjadi
ketidaksesuaian antara praktik simpan pinjam di Kampung Penosan Jaya dengan
teori gard, dimana di gampong tersebut melakukan praktik simpan pinjam yang
terdapat penambahan nilai dalam pengembalian uang pinjaman sementara dalam

figih muammalah tidak boleh ada penambahan dalam pengembalian pinjaman. .

" Aida Ulin Ni’mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang
Tabungan (Studi Kasus Di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan),”
2023.Hlm 5.



Peneliti tertarik memilih lokasi di Kampung Penosan jaya karna penulis merasa
harus adanya kejelasan dalam simpan pinjam yang terjadi di kampung tersebut
selain itu gampong tersebut mudah peneliti akses. Oleh karena itu peneliti ingin
meneliti lebih dalam tentang praktik simpan pinjam Bantuan Keuangan
Pemakmur Gampong (BKPG) di Kampung Penosan Jaya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang mejadi pokok
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sistem praktik simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur
Gampong di Kampung Penosan Jaya Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana pandangan A/-Qardh terhadap praktik simpan pinjam BKPG
di Kampung Penosan Jaya Kabupaten Bener Meriah?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:
Untuk mendeskripsikan sistem praktik simpan pinjam yang dikenal sebagai
“simpan pinjam BKPG” di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah khususnya terkait sistem  peminjaman,
pengembalian, serta pengelolaan dana oleh masyarakat.
1. Untuk menganalisis bagaimana sistem praktik simpan pinjam Bantuan
Keuangan Pemakmur Gampong di Kampung Penosan Jaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan A/-Qardh terhadap praktik
simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya.
D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang peneliti lakukan untuk menganalisis secara mandalam
penelitian terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan dan
kontribusi baru yang dapat diberikan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan
simpan pinjam yang ada di desa yang bertujuan untuk kemakmuran desa dan

masyarakat.



Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mifta ummul maghfiroh yang berjudul
Tinjauan hukum islam terhadap praktik simpan pinjam dana sosial (studi kasus
pada karyawan sewing pt eagle glove indonesia di desa bayen purwomantani
kelsan sleman yogyakarta).'? Dijelaskan dalam skripsi terkait sistem yang
diterapkan yaitu meminjamkan dana kas sosial dengan syarat pengembalian
ditambah bunga sebesar 2% per bulan. Tambahan ini tidak dianggap riba oleh
sebagian besar karyawan karena hasilnya digunakan kembali untuk kepentingan
sosial bersama, seperti bantuan sakit atau duka. Penelitian ini menegaskan bahwa
dalam konteks tolong-menolong dan berdasarkan prinsip kemaslahatan, praktik
tersebut bisa ditoleransi menurut sebagian ulama. Ini sangat relevan dengan
proposal yang akan dikaji penulis, karena praktik “simpan pinjam BKPG” yang
menjadi objek kajian juga dijalankan secara informal dengan sistem
pengembalian yang lebih besar dari pinjaman awal. Penelitian  Mifta
menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, tambahan pengembalian
pinjaman tidak serta-merta dikategorikan sebagai riba jika ada alasan syar’i yang
kuat seperti kemaslahatan umum, tidak adanya unsur eksploitasi, serta kerelaan
antar pithak. Hal ini memperkuat urgensi kajian dalam proposal ini untuk menilai
keabsahan hukum simpan pinjam masyarakat desa dalam perspektif hukum
ekonomi syariah.

Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan objek penelitian dimana
penelitian oleh miftah ummul maghfirah terkait BUMDes yang mempunyai
aturan formal dan disebutkan persentase penegmbalian pinjaman.

Kedua, Artikel penelitian yang di tulis oleh Andre Ferdiansyah, yang
berjudul Analisi keberadaan BUMDes simpan pinjam dalam meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat desa timpuk kabupaten sekadau.'® Dijelaskan

12 Mifta Umuul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam
Dana Sosial Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia Di Desa Bayen
Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta,” 2017.

13 Andre Ferdiansyah, Bambang Genjik S, and F.Y Khosmas, “Analisis Keberadaan
BUMDes Simpan-Pinnjam Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa
Timpuk Kabupaten Sekadau,” Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK),



dalam artikel ini bahwa keberadaan simpan pinjam BUMDes menjadi sangan
efektif terhadap pertumbuhan ekonomi, BUMDes Simpan-Pinjam sangat
membantu masyarakat, terutama yang kesulitan modal. BUMDes mendukung
kesejahteraan masyarakat desa dan membantu memperkuat ekonomi desa.
Menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam berbasis desa bisa jadi solusi
ekonomi, Temuan ini menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam berbasis desa
dapat memberikan manfaat ekonomi secara nyata. Namun demikian, dalam
konteks hukum ekonomi syariah, penerapan bunga tetap tetap menjadi
perdebatan, karena terdapat unsur perta mbahan yang dapat dikategorikan
sebagai riba. Oleh karena itu, temuan ini menjadi relevan sebagai bahan
pembanding terhadap praktik simpan pinjam nonformal yang terjadi dalam
penelitian ini, yakni “simpan pinjam BKPG”, yang juga mengenakan
pengembalian melebihi jumlah pinjaman awal. Masyarakat lebih mudah
meminjam dibanding ke bank, dan merasa terbantu terutama saat kondisi
ekonomi sulit.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Elpita Wahyuni yang berjudul Peranan
usaha simpan pinjam badan usaha milik desa dalam memperdayakan ekonomi
masyarakat pada desa kuapan kec. Tambang kab. Kampar.'* Dijelakan dalam
skripsi ini bahwa peranan usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Kuapan,
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dalam penelitiannya, Elpita
menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam melalui BUMDes mampu
meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui berbagai indikator,
seperti penguatan sektor informal, pemberian modal usaha, hingga pelestarian
nilai gotong royong. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya

kendala berupa tingginya tingkat kredit macet serta kurang optimalnya

2021,
14 Wahyuni,Elpita “Peranan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Dalam
Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Kuapan Kec.Tambang Kab. Kampar.”2021.



pemanfaatan dana simpan pinjam. Selain itu, sistem bunga sebesar 15% yang
diterapkan BUMDes menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum ekonomi syariah,
karena berpotensi mengandung unsur riba jika tidak disertai akad yang sesuai.
Dengan demikian penelitian ini menjadi relavan sebagai perbandingan dengan
yang akan saya kaji karna sama-sama berfokus pada berfokus pada sistem simpan
pinjam yang dijalankan oleh masyarakat desa. Bedanya, sistem “simpan pinjam
BKPG” dalam penelitian ini tidak berada di bawah struktur BUMDes, melainkan
berjalan secara informal. Hal ini mendorong pentingnya analisis dari sudut
pandang hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengembalian pinjaman yang
mengandung pertambahan nilai.

Perbedaannya dengan penelitian penulis pada Fokus pada praktik simpan
pinjam dana BKPG di Gampong Penosan Jaya, yaitu dana bantuan pemerintah
desa yang kemudian dikelola masyarakat secara informal dan gotong royong.
Tidak berada di bawah struktur BUMDes, melainkan bersifat tradisional dan tidak
diawasi lembaga formal. Sedangkan Skripsi yang ditulis oleh Elpita Wahyuni
meneliti sistem simpan pinjam yang berada di bawah BUMDes, yang memiliki
struktur resmi dan legalitas formal. Dikelola secara kelembagaan, dengan struktur
manajemen, pembukuan, dan laporan pertanggungjawaban.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rian Bastian yang berjudul Analisis
efektivitas program usaha simpan pinjam pada badan usaha milik desa berkah
maju di desa simpang petai kecamatan ribo jaya.'> Dijelaskan dalam skripsi ini
mengkaji sejauh mana program simpan pinjam desa berjalan secara efektif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program masih rendah (hanya
38,24%) dan menghadapi berbagai kendala seperti banyaknya pinjaman yang
tidak dikembalikan tepat waktu, kurangnya pembinaan, serta penggunaan dana
untuk konsumsi. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa

keberhasilan program simpan pinjam tidak hanya bergantung pada tersedianya

15 Rian Wijaya, “Analisis Efektivitas Program Usaha Simpan Pinjam Pada Badan
Usaha Milik Desa Berkah Maju Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Skripsi,” 2021.
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dana, tetapi juga pada tata kelola, edukasi pemanfaat, dan arah penggunaan
pinjaman.

Ini menjadi relevan sebagai pembanding dalam penelitian yang penulis juga
akan mengkaji sistem simpan pinjam masyarakat desa melalui program yang
dikenal sebagai “simpan pinjam BKPG.” Bedanya, sistem BKPG dijalankan
secara informal tanpa struktur BUMDes, yang memiliki kesamaan dalam hal
potensi penyimpangan prinsip-prinsip syariah, terutama saat terjadi tambahan
dalam pengembalian pinjaman. Dengan kata lain, efektivitas sistem simpan
pinjam desa tidak hanya harus dilihat dari sisi manfaat ekonomi, tetapi juga dari
sisi kesesuaian dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Dengan begitu penulis
menyamakan dengan sistem simpan pinjam BKPG tentang tata kelola simpan
pinjam tersebut dan efektivitas program simpan pinjam terkait tata kelola, edukasi
pemanfaatan dan arahan penggunaan pinjaman.

Ke Lima, Penelitian yang dilakukan oleh Aida Ulin Ni’mah (2022) dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan

(Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten

Grobogan)™ % Menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam yang didasarkan
pada akad gard di masyarakat desa sering kali disertai tambahan pengembalian.
Penelitian ini relevan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep
akad gard dan implementasinya di masyarakat, sebagaimana yang juga terjadi
dalam praktik simpan pinjam dana BKPG di Gampong Penosan Jaya. Masyarakat
desa melalui sistem tabungan arisan. Dalam praktiknya, peminjam wajib
mengembalikan uang dengan tambahan sebesar 5% per bulan, dan hasil dari
tambahan tersebut dibagikan kepada para anggota penabung sesuai dengan
proporsi simpanan masing-masing.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini.

16 Ulin Ni’'mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang
Tabungan (Studi Kasus Di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten
Grobogan).”2023
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Penelitian Aida Ulin Ni’mah berfokus pada sistem arisan tabungan masyarakat
yang dikelola secara mandiri oleh warga, sedangkan penelitian ini mengkaji
praktik simpan pinjam yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan
Pemakmuran Gampong (BKPG), selain menyentuh persoalan akad dan riba,
penelitian ini juga akan menelaah aspek pengelolaan dana berbasis syariah.
E. Penjelasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, penulis akan menjelaskan
beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk
menghindari kesalahpahaman makna istilah-istilah yang digunakan dalam
penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis mencakup:

1. Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG)

Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG) merupakan upaya
pemerintah kabupaten dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat untuk menuju kemandirian serta untuk menunjang kelancaran
pemerintahan  gampong. dalam rangka percepatan pembangunan,
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan
pemerintahan gampong.

2. Al-Qardh

Qardh adalah salah satu akad dengan syariat islam dalam bermuamalah
yaitu tentang hukum pinjam meminjam. Qard menjadi penting karena menjadi
hukum dasar pinjam meminjam dimana seseorang yang meminjamkan hartanya
kepada orang lain yang membutuhkan tidak dibolehkan meminta tambahan atas
harta yang dipinjamkan.!”

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001
tentang al-gardh: Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah

(mugtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan

17 Harun, Figih Muammalah (Surakarta: Muhammadiah University Press, 2017).hlm
144.
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jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.'8

F. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk
menghasilkan kajian penelitian yang sistematis melalui proses pengumpulan data
hingga analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan
penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi
yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga penulis membutuhkan
teknik yang tepat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh penulis, sebagai
berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu
pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang
ada di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan
dan menggabungkan bahan hukum yaitu undang-undang atau peraturan yang
relevan dengan data yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik-praktik
tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam
aspek keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba. Penelitian ini juga akan
menggali realitas sosial yang melatarbelakangi terbentuknya sistem simpan
pinjam tersebut, serta respon masyarakat terhadap praktik tersebut.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif
analisis, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan atau mendeskripsikan
mengenai fenomena yang sedang diteliti menggunakan data yang sudah

terkumpul.

18 Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh,” Fatwa DSN MUI, 2001, 1-4.
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3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau
diambil. Sumber data merujuk segala sesuatu yang menyediakan informasi yang
diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Sumber
data dalam penelitian terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.
Dalam penelitian hukum, sumber data primer merupakan data yang berasal dari
sumber utama yang relevan dan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang
diteliti. yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat desa melalui
wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam,
seperti pengelola dana, tokoh masyarakat, dan pihak peminjam. Data ini menjadi
bahan utama dalam menganalisis praktik simpan pinjam dalam perspektif hukum
ekonomi syariah.

b.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang sudah ada
dan telah dikumpulkan atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian
dilakukan. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku
mengenai fikih muamalah, jurnal dan skripsi terdahulu tentang simpan pinjam

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara (interview)

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang
terlibat dalam praktik simpan pinjam di desa, seperti pengelola dana simpan
pinjam, tokoh masyarakat, dan para peminjam. Wawancara ini bersifat semi-
terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel dan
mendalam.

b. Observasi (Pengamatan Langsung)
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Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan simpan pinjam
masyarakat, baik dalam proses pengumpulan dana, pencatatan, maupun dalam
mekanisme pengembalian pinjaman. Teknik ini digunakan untuk memperoleh
data empiris yang tidak bisa diperoleh hanya melalui wawancara.

¢. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti catatan
keuangan, arsip kegiatan, serta surat keputusan atau peraturan lokal yang
mengatur sistem simpan pinjam. Selain itu, dokumen literatur seperti buku, jurnal,
dan fatwa juga digunakan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian.

5. Analisis data

Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif, setelah data dikumpulkan
maka akan dilakukan analisis data. Analisis data yaitu kegiatan setelah data dan
bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik,
maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data
sedemikian rupa, sehsingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut,
sistematis, sehingga akan memudahan peneliti melakukan analisis.

6. Pedoman Penulis

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penulis mengikuti panduan dalam
buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disususn secara sistematis untuk
memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keseluruhan

penelitian.

Bab satu yaitu bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.
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Bab dua membahas tentang konsep dasar gardh dalam praktik simpan
pinjam, bab ini membahas mengenai teori gardh meliputi pengertian al-gardh,
pendapat ulama terhadap gardh, dasar hukum gardh, rukun dan syarat gardh,

tujuan dan manfaat simpan pinjam gardh.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang membahas mengenai
implementasi simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampung di
Kampung Penosan Jaya, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran
umum Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG), praktik simpan pinjam
BKPG di Kampung Penosan Jaya, dan praktik simpan pinjam Bantuan
Keuangan Pemakmur Gampong ditinjau berdasarkan teori gardh di Kampung

Penosan Jaya.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari

pembahasan yang telah dipaparkan dan beberapa saran terkait penelitian.



BAB DUA
KONSEP DASAR AI-QOARDH DALAM PRAKTIK SIMPAN PINJAM

A. Pengertian Al-Qardh

Secara etimologi Al-Qardh berarti Al-Qath’u (memotong atau
menggunting). Dikatakan demikian, karena orang yang memberikan utang
memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang berutang
(mugtarid). ' Secara terminologi, istilah Al-Qardh berarti pinjam-meminjam
berarti harta yang dipinjam seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan
setelah memiliki kesanggupan untuk membayar pinjaman. pinjaman yaitu
memberikan sesuatu kepada seseorang, perjanjian dia akan membayar
pinjamannya seperti jumlah pinjamannya.

Qardh adalah salah satu akad dengan syariat islam dalam bermuamalah
yaitu tentang hukum pinjam meminjam. Qardh menjadi penting karena menjadi
hukum dasar pinjam meminjam dimana seseorang yang meminjamkan hartanya
kepada orang lain yang membutuhkan tidak dibolehkan meminta tambahan atas
harta yang dipinjamkan. Karena itu termasuk dalam riba yang sangat dilarang oleh
Islam. Berbeda dengan akad lain seperti murabahah, mudharabah, ataupun ijarah
yang membolehkan pengambilan keuntungan berdasarkan keuntungan jual beli,
kerja sama, ataupun jasa. Qardh memang menjadi akad pinjam-meminjam yang
murni sehingga tidak boleh memberikan tambahan dalam bentuk apapun.
Perbankan syariah sering menggunakan akad gardh ini untuk program dana-dana
kebaikan, sehingga nasabah atau mitra yang mendapatkan pinjaman dengan akad

gardh hanya mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan saja.?’

19 Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Fiqih Ibadah Dan Muammalah (Jakarta: Amzha,
2016).hlm 159.

20 aldo robi Prananda, “Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif
Ekonomi Islam,” Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam vol 03 (2024) hlm 62.
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Qardh dikategorikan sebagai akad tolong menolong daripada transaksi
komersial dalam literatur fikih klasik. Dalam prakteknya akad Qardh ini
diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada para pihak untuk mengikat
objek gardh sebagai agunan pembiayaan selama pembiayaan belum selesai.
Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas amanah dari kreditur.?!

Menurut Harun, 4/-Qardh adalah bentuk penyediaan dana yang dapat
dianggap setara dengan itu (pinjaman), berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman untuk mengembalikan jumlah
pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.??

Menurut  Dr. Az-Zuhaili bahwa harta yang diserahkan kepada
penghutang disebut hutang, karena harta itu sebagian dari harta pemberi hutang.
Sedangkan makna secara syara“ bermacam-macam pendapat di kalangan para
ulama. Kalangan ulama dari madhab Syafi“i berpendapat: “Qard yaitu
memberikan hak milik kepada seseorang dengan syarat harus mengembalikan hal
yang sama seperti yang diutangkan. Jadi definisi gard adalah menghutangkan
harta menjadi  hak milik kepada seseorang dengan perjanjian harus
mengembalikan yang sejenis.??

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001
tentang al-qardh: Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah
(mugqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah
pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.?*

Dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

pengertian gardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan

2l [lwan Auladi, “Analisis Simpan Pinjam Dana Bumdes Ditinjau Dari Aqad Qardh
(Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso,” Jurnal Hukum Dan
Hukum Islam 1 (2023).hlm 149.

22 Harun, Figih Muammalah.( Surakarta : Muhammadiah University Press, 2017) hlm
144

2 H. Hafid, “Simpan Pinjam Syariah: Tuntunan Agama Yang Hanif,” Kariman vol 05
(2017).hlm 106

24 Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.”
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bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang
telah disepakati. Qardh secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
Sementara itu, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama tahun 2011 diatur dalam Pasal 606 sampai dengan 601. Dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah tersebut tidak memberikan batasan atau pengertian
qardh. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga tidak
memberikan batasan gardh tersebut. Batasan gardh diatur dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang
Al-Qardh.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun
2011 diatur bahwa nasabah gardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pasal 607 Kompilasi tersebut
mengatur bahwa: "Biaya administrasi gardh dapat dibebankan kepada nasabah".
Pasal 608: "Pemberi pinjaman gardh dapat meminta jaminan kepada nasabah
apabila dipandang perlu". Pasal 609: "Nasabah dapat memberikan
tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak
diperjanApabilan dalam transaksi". Pasal 610: "Apabila nasabah tidak dapat
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah
disepakati dan pemberi pinjaman/ Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan
ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: a. memperpanjang jangka
waktu pengembalian; atau b. menghapus/write off sebagian atau seluruh
kewajibannya". Adapun Pasal 611: "Sumber dana qardh berasal dari: a. bagian
modal Lembaga Keuangan Syariah; b. keuntungan Lembaga Keuangan Syariah
yang disisihkan; dan/atau c. lembaga lain atau individu yang memercayakan
penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah".

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.
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19/DSN-MUVI/IV/2001 tentang A/-Qardh diatur bahwa al- gardh adalah pinjaman
yang diberikan kepada nasabah (mugtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-gardh
wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah
disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Krditur
dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah al-
gardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada kreditur
selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan kreditur
telah memastikan ketidakmampuannya, kreditur dapat: (1) memperpanjang
jangka waktu pengembalian; atau (2) menghapus (write off) sebagian atau seluruh
kewajibannya.?
B. Pendapat Ulama Terhadap A/- Qardh

Para ulama telah menyepakati bahwa al-gardh boleh dilakukan. Ke-
sepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa
pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki
segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah
menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat
memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.?®

Di samping itu, hukum gardh berubah sesuai dengan keadaan, cara dan
proses akadnya. Adakalanya hukum gardh boleh, kadang wajib, makruh, dan
haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat
mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu
wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan
menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka
memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika

seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi

2 Try Widiono, Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah (Depok: PT Raja
Grafindo Persada, 2023).hlm 101-102.

26 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, 2001). Hlm 133.
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untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang
boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai
harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk
membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak
boleh berutang.

Al-Qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan
kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu
mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa
kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia
dengan menguraikan kesulitan yang dihadani orang lain.?’

Secara syar'i para ahli figih mendefinisikan gardh sebagai berikut: Menurut
pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah
apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian
dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

Menurut Madzhab Maliki, mengatakan gardh adalah Pembayaran dari
sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
Menurut Madzhab Hanbali, gardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa
yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan
padanannya.

Menurut Madzhab Syafi'i, gardh adalah memindahkan kepemilikan sesuatu
kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut
Sayid Sabiq, gardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (mugridh)
kepada penerima utang (mugtaridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah
mampu membayarnya.?®

Menurut Hanabilah gardh merupakan peminjam keseseorang siapa yang

akan memperoleh manfaat dengan itu kemudian mengembalikan sesuai apa yang

27 Rozalinda, Figih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah (Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm232.

28 Sa’diyah, Mahmudatus Figih Muammalah IT (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019).
hlm 94.
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dipinjamkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasannya qard
merupakan.akad antara kedua belah pihak, kemudian gard sebagai pemberian
kepada pihak lain yang dikemudian hari harus dikembalikan sesuai apa yang
diberikan.?’

Penjelasan gardh menurut ulama Hanfiah lebih fokus pada harta yang
diserahkan. Akan tetapi, ulama Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah lebih fokus
pada penyerahannya. Ulama sepakat terkait manfaat harta konsumtif berpindah
kepemilikannya, sebab ulama mengemukakan bahwasannya harga konsumtif
yang dijadikan sebagai gard berpindah kepemilikannya pada mugtaridh tentu
mugqtaridh boleh memindahkan kepemilikan harta tersebut pada pihak lain.
Kemudian, tidak adanya tambahan atas gard apabila ada maka tambahan tersebut
disebut dengan riba gard.

Dengan demikian dari penjelasan keempat mazhab tersebut dapat
disimpulkan bahwasanya gard merupakan salah satu akad pinjam meminjam
dimana tidak adanya kelebihan disaat pembayaran atas utang tersebut. Adapun
perihal harta yang dihutangkan harus lah harta yang tidak memiliki banyak
perbedaan. Seperti halnya uang, barang yang dapat ditukar, ditimbang atau
bahkan dihitung. Pandangan menurut Hanafiyah dan Hanabilah menentukan
bahwa barang yang dihutangkan harus berupa benda dan tidak sah jika
menghutangkan jasa. Akan tetapi berbeda pandangan dengan kalangan Syafi'iyah
dan Malikiah dimana pandagangan tersebut mengemukakan bahwa tidak adanya
syarat mengenai harta yang dihutangkan tersebut baik berupa benda maupun
jasa.>*

Menurut Abu Hanifah, gard baru berlaku dan mengikat apabila barang
sudah diterima. Apabila seseorang meminjam barang dan ia telah menerimanya,

maka barang tersebut telah menjadi miliknya dan berkewajiban untuk

2 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017). hlm 274.
39 Yupi Pirdayanti, “Qardh Dan Rahan Dalam Pandangan Para Fuqaha,” Jurnal
Muammalah vol 8 (2022). hlm 52.
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mengembalikannya sesuai dengan barang mitsly.

Madzhab maliki berpendapat, hukum gard seperti hibah, shadagah dan
‘ariyah, artinya berlaku hukumnya setelah ijab-qabul meskipun mugtaridh belum
menerima barangnya dan mugtaridh boleh mengembalikan persamaan (serupa)
dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya
apabila barang tersebut belum berubah (bertambah atau berkurang). Apabila
bertambah atau berkurang, mugtaridh wajib mengembalikan barang yang serupa
dengan yang dipinjamnya.

Menurut pendapat yang shahih dari ulama Syafi’i dan Hanbali, kepemilikan
qard berlaku apabila barang sudah diterima. Dilanjutkan oleh madzhab Syafi’i,
mugqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mitsly (bisa
diukur/takar). Tapi jika barangnya gimy(bisa dinilai), maka ia mengembalikannya
dengan barang yang nilainya sama.

Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal tidak ada khiyar
dalam akad gard sebagaimana tidak ada pembatasan tempo. Salah satu dari yang
mengadakan transaksi boleh membatalkan akad.

Menurut jumhur ulama, pembatasan tempo dalam akad gard tidak
diperbolehkan. Karena hal tersebut memicu terjadinya denda atau kata lain riba.
Namun menurut Imam Malik diperbolehkan pemberian batas tempo, tergantung
kesepakatan antara muslimin.>!

C.Dasar Hukum Qard

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintah oleh Allah dan Rasul,

dalam Al-quran, qardh disebut dalam beberapa ayat antara lain:

Surah Al-Bagarah (2): 245:

by andy W1 5 4 A5 LIRS A ddeliaid Gis L33 A i gl 13 o8

31 Mufti Afif, “Tabungan: Implementasi Akad Wadiah Atau Qardh? (Kajian Praktik
Wadiah Di Perbankan Indonesia,” Jurnal Hukum Islam vol 12 (2014), hlm 258.
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5. 0h ot
Ogars adlg

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*?

Surah Al-Hadid (57): 11:

f;f\ O wwuym\fﬂgm\:w

Artinya : “siapakah yang mau memln_]amkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,
dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak™.>®

Para ulama juga telah sepakat bahwa qard diperbolehkan, sebagaimana
setiap individu tidak dapat beraktifitas dalam kehidupannya sehari-hari tanpa
adanya bantuan orang lain.

Sebagaimana Nabi bersabda:
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Artinya: Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah Sallallahu
'alaihi Wasallam bersabda: “Barangsiapa yang meringankan kesusahan
seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah
akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari
kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan,
niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan
barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan
menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong
seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

32 Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 245.
33 Qur’an Surah Al-Hadid Ayat 11.
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Hadis-hadis Nabi saw., antara lain:
J ‘N\j uuu.!\ ey u;uﬁ 44;“/ ) CJ&;’ c‘.},jf\j\ g/;}?’ "J"f‘,.l.w.a u.:- CJA
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Artinya: "Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia,
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR.
Muslim).

Hadis Nabi saw. Hadis dari Ibnu Mas'ud ra. Dari Nabi saw., beliau
bersabda:

505 LgghiiaS (IS ) (5 Ua f Laliad G 5 s o

Artinya:"Tidaklah seoarang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim

yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkeduduk- an) seperti
sedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah).

Hadis lain, yang bersumber dari Abu Rafi' r.a. Sebagai berikut:

-
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Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw. Berutang seekor unta muda kepada
seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada belaiu seekor unta
sedekah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan
berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali
unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah
unta itu kepada- nya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik
dalam membayar utang." (HR. Muslim).>*

D. Rukun Dan Syarat Qardh
Dalam utang piutang (gard), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-
akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (gard)

sendiri ada tiga, yakni:

34 HR.Muslim, Sahih Muslim, hadits n0.2699
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1. 'Agid yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari (mugrid)
pemberi utang dan (mugtarid) penerima utang.
2. Ma'qud 'alayh yaitu barang yang diutangkapkan.
3. Sighat al-'agd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan
antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.
Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada
empat macam yaitu:
a. Orang yang memberi utang
b. Orang yang berutang
Barang yang diutangkan (objek)
d. Ucapan ijab dan gabul (lafadz).*

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila
sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri
adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari
sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam
pelaksanaan utang piutang adalah:

Agqid ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama
adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan),
dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang
menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang terkadang orang
yang memiliki hak (‘agid ashli ) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.>¢

Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (mugtaridh) dan orang
yang memberikan pinjaman (mugqaridh), disyaratkan: Baligh, berakal cerdas dan
merdeka qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan
penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

35 Ariyadi Sunawiah, Figih Muammalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer
(Yogyakarta: K-Media, 2021).hlm 17

3¢ Ghufron Thsan Dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Figih Muammalat
(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).hlm 51.
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Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli
tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal
sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka
berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfag (memberi manfaat).
Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal
kebaikannya, seperti shadaqah. Syafi’iyyah berargumentasi bahwa al-gardh
(hutang piutang) mengandung tabarru’ (pemberian derma), bukan merupakan
transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarru’. Syafi’iyah menyebutkan bahwa
ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan
dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan
yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus
berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.
Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru’ (kecakapan memberderma) bagi
pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat
menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah at-
tabarru’ (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali
anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir
(pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf. Syafi’iyah merinci
permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh
menghutangkan hartaorang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan
darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya
meskipun bukan dalam kondisi darurat

b. Syarat bagi penghutang

Syafi’iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang
mempunyai ahlivah al-mu’amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan
ahliyah at-tabarru’ (kelayakan member derma). Adapun kalangan ahnaf
mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan
memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak
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ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah member hutang kepada
masjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua
ini tidak mempunyai potensi menanggung.’’

Ma’qud ‘alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain
dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul
dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang
itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya
utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaa
nnya mengakibatkan musnahnya benda utang.

b. Dapat dimiliki.
Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.

d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Menurut Hanafiyah, segala pemanfaatan barang jenis Qardh itu haram jika
terdapat syarat didalamnya, sedangkan jika tidak disyaratakan pemanfaatan
barang dalam Qardh, maka hukumnya boleh, maka dengan ini tidak
diperbolehkan untuk orang yang menerima gadai mengambil manfaat barang jika
terdapat syarat didalamnya, dan jika tidak ada syarat yang mengikatnya maka
dibolehkan dengan hukum karahah tahrimiyyah kecuali ada izin dari orang yang
memggadai.

Menurut Malikiyyah, diharamkan pemanfaatan barang Mugqtaridh seperti
kendaraan, ataupun makan di rumah orang yang berhutang dengan alasan hutang,
bukan dengan alasan ikram atau lain sebagainya. Sebagaimana dilarangnya
pemberian hadiah dari orang yang berhutang kepada pemilik harta jika maksud

dari pemberian hadiah itu untuk mengkahirkan pembayaran Qardhnya.

37 Muhammad Saugqi, “Tinjauan Figih Muammalah Tentang Rahn, Qardh, Wadiah Dan
Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 1 (2020),
hlm 57.
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Menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah, tidak diperbolehkan pemanfaatan
barang dalam Qardh, seperti orang yang memberikan hutang seribu dinar agar dia
menjual tanahnya kepadanya, atau agar dia mengembalikan kepadanya lebih baik
ataupun lebih banyak dari sebelumnya.*®

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang
mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda yang
bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka
pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi
dengan benda lain yang sama. Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah
barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang.
Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi
hutang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek
utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang piutang. Sebab kalau dilihat
dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang
mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada)
maka tidak mungkin akan terjadi utang-piutang.*’

Maudhu’al ‘agd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
Berbeda kad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli yujuan
pokoknya ialah meminfahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi
ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan
perikatan atau akad al-qardh, dalam akad al-qardh tujuan pokok perikatannya
adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan
imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang
dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah

ada itikad baik.*°

38 Wahyu Nogroho Neni Hardianti, Fitriani, “Pendapat Ulama Tentang Implementasi
Akad Qardh Dan Akad Rahn Dalam Perekonomian Islam,” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Vol 01 (2024).hlm 416

39 Ariyadi Sunawiah, Figih Muammalah: Menggagas Pemahaman Figih Kontemporer
(Yogyakarta: K-Media, 2021).hlm 19

40 Ismail Hannanong, “Al-Qardh Al Hasan: Soft And Benevolentloan,” Jurnal Syariah
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Shighat al - ‘aqd ialah ijab dan gabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang
keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam
mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak
berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.*!

Akad gardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal gardh
atau yang sama pengertiannya, seperti "aku memberimu utang" atau "aku
mengutangimu". Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan
kerelaan, seperti "aku berutang", atau "aku menerima", atau "aku ridha" dan lain
sebagainya. Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan
sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam
utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak mugqarid
(orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam
pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.*?

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (qard) adalah sebagai
berikut:

a. Besarnya pinjaman (gard) harus diketahui takaran atau jumlahnya.

b. Sifat pinjaman (qard) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

c. Pinjaman (gard) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi
tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa
dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Perlu dikatahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya
terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad,
memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan

kebiasaan masyarakat (‘urf).

Dan Hukum Vol 16 (2018).hlm 179.
4! Ghufron Thsan dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Figqih Muammalat
(jakarta: kencana prenada media grup, 2010).hlm 51

42 Rozalinda, Figih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah (Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 2016).hlm 233.
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b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria
dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada
syarat yang tidak terpenuhi Akibat hukumnya mauquf (berhenti dan
tertahan untuk sementara).

c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih
dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan
tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.*’

Selanjutnya dalam Fatwa DSN-MUI No.19/1V/2001 disebutkan, gard
memiliki ketentuan sebagai berikut:
Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan

b. Nasabah gard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada
waktu yang telah disepakati Bersama.

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lembaga keuangan
dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

d. Nasabah gard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela
kepada LKS selama tidak ada perjanjian di akad.

e. Jika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh pinjamannya
dan LKS mengetahui hal itu, maka diberikan solusi agar diperpanjang
masa pengembaliannya ataukah menghapus sebagian atau keseluruhan
kewajibannya.

f. Dalam hal nasabah mampu membayar namun tidak memenuhi
kewajiban.**

E. Tujuan Dan Manfaat Simpan Pinjam
Al-Qardh adalah suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk
kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih, akad al-

43 Ariyadi Sunawiah, Figih Muammalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer
(Yogyakarta: K-Media, 2021).hlm 20-21.

4 Aldo Robi Prananda, “Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif
Ekonomi Islam,” Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam Vol 03 (2024): him 61.
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gardh merupakan akad tathawu' (sosial) bukan akad tijarah (komersial).

Akad gardh adalah pinjaman dalam hukum ekonomi syariah yang diberikan
tanpa mengharapkan keuntungan, dengan tujuan utama meringankan kesulitan
pihak yang membutuhkan serta menegakkan prinsip keadilan dan solidaritas
sosial. Akad ini memungkinkan peminjam memenuhi kebutuhan darurat atau
modal usaha tanpa terbebani tambahan yang mendekati riba, sehingga transaksi
tetap sesuai prinsip muamalah Islam.

Selain aspek ekonomi, akad gardh juga memiliki manfaat sosial dan
spiritual, yaitu memperkuat ukhuwah antar anggota masyarakat, menumbuhkan
rasa tolong-menolong, dan memberikan pahala bagi pemberi pinjaman karena
niatnya menolong sesama. Dengan demikian, akad gardh tidak hanya berfungsi
sebagai mekanisme pinjaman, tetapi juga sebagai sarana membangun keadilan,
menjaga keharmonisan sosial, dan mendukung keberlanjutan sistem ekonomi
syariah di masyarakat.

Sistem simpan pinjam dengan akad gardh pada dasarnya memiliki tujuan
untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa adanya
unsur tambahan atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Tujuan utama akad
qardh ialah membantu pihak yang membutuhkan dana secara mendesak melalui
mekanisme pinjaman kebajikan (benevolent loan), sehingga tercipta solidaritas
sosial, kepedulian, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks
kelembagaan desa atau lembaga keuangan syariah, akad gardh juga bertujuan
mewujudkan distribusi dana yang lebih adil serta mendorong pemberdayaan
masyarakat tanpa menimbulkan beban finansial yang bersifat eksploitatif.

Manfaat gardh tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan sosial.
Dari sisi penerima pinjaman, akad gardh memberikan keringanan karena tidak
dikenakan tambahan pengembalian, sehingga membantu mereka memenuhi
kebutuhan darurat tanpa risiko riba. Sementara itu, pemberi pinjaman

memperoleh manfaat berupa pahala sedekah serta kontribusi terhadap
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kesejahteraan sosial.

Selain itu, dalam skala masyarakat, penerapan akad gardh dapat
memperkuat jaringan tolong-menolong (fa ‘@wun), mengurangi ketergantungan
pada pinjaman berbasis bunga, dan mendorong terciptanya sistem keuangan yang
lebih etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, simpan pinjam
berbasis qardh berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang tidak hanya
mengatasi kebutuhan likuiditas masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai keadilan
dan solidaritas dalam struktur ekonomi Islam.

Dalam Islam akad gardh bukanlah sekadar bentuk transaksi keuangan biasa
yang bersifat teknis antara dua pihak, melainkan mengandung dimensi filosofis
dan sosial yang sangat mendalam. Dalam pandangan Islam, setiap transaksi
keuangan tidak semata-mata dilihat dari sisi manfaat ekonomis, tetapi juga harus
mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Filosofi dasar dari akad gardh
berpijak pada prinsip al- ta'awun (saling tolong-menolong), al-'adalah (keadilan),
dan al- ihsan (berbuat baik).

Qardh menjadi wujud nyata dari kepedulian sosial dan solidaritas umat
Islam terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan
atau keterdesakan finansial. Dalam hal ini, pemberi pinjaman (mugridh) tidak
bertindak sebagai investor atau pedagang yang mencari keuntungan, melainkan
sebagai mitra sosial yang berupaya meringankan beban orang lain demi
tercapainya keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial yang ideal, fungsi gardh menjadi sangat
penting sebagai instrumen penguat struktur masyarakat yang berkeadilan dan
berkeadaban. la berperan sebagai jembatan bagi individu atau kelompok yang
sedang mengalami kesulitan ekonomi tanpa menambah beban mereka dengan
bunga atau tambahan pembayaran lain yang bersifat eksploitatif. Lebih dari itu,
akad ini juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan nilai
ukhuwah dan distribusi keadilan.

Qardh menawarkan alternatif pendanaan yang bebas dari unsur riba,
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sehingga menempatkannya sebagai solusi pendanaan yang lebih etis dan sesuai
dengan prinsip- prinsip ekonomi Islam. Dengan mengedepankan unsur sosial dan
solidaritas, keberadaan akad gardh diharapkan mampu menekan kesenjangan
sosial serta memperluas akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang
tidak tersentuh sistem perbankan konvensional, sekaligus mendorong lahirnya
sistem ekonomi yang lebih inklusif.*’

Adapun hikmah dan filosofi disyariatkan akad gardh dalam muamalah
adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya tolong-menolong dan terhindarnya sistem rentenir, sebab
tidak jarang orang yang punya modal tetapi tidak punya ke- ahlian
berdagang atau sebaliknya punya keahlian berdagang tetapi tidak punya
modal.

b. Salah satu perilaku ibadah yang lebih mendekatkan diri pada rah- mat
Allah Swt. karena dapat melepaskan kesulitan orang lain yang sangat
membutuhkan.

c. Bagi yang mengutangkan akan diberikan pahala dan kemudahan oleh
Allah swt, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

d. Terciptanya kerja sama antara pemberi modal dan pelaksana yang pada
akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan pereko- nomian
umat.

e. Terbinanya pribadi-pribadi yang taaluf (rasa kasih sayang dan soli-
daritas) antara keduanya.

f. Yang memberikan pinjaman modal akan mendapat unggulan pahala
hingga delapan belas kali lipat bisa dibandingkan dengan sedekah sepuluh
kali lipat.

Pada tataran filosofis, akad gardh merupakan aspek penting dalam

4 Ahmad Tohir Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, Pembiayaan
Syariah: Konsep, Filosofi Dan Imflementasi (Jawa Tengah: PT Nasya Exspanding Management,
2025).hlm 139
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membangun kesadaran dan solidaritas umat Islam untuk saling memberikan
bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Kesadaran membangun ukhuwah
dengan mengedepankan sikap saling tolong-menolong (ta'awun) merupakan
perkara penting dalam membangun peradaban yang bermartabat. Solidaritas
masyarakat akan terbagun dengan kukuh jika prinsip tolong-menolong ini dapat
diaplikasikan secara kesadaran penuh sebagai prinsip persaudaran antar-sesama

umat manusia.*®

46 Moh. Mufid, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2021)..hlm 191



BAB TIGA
IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM BANTUAN KEUANGAN
PEMAKMUR GAMPUNG DI KAMPUNG PENOSAN JAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kampung Penosan Jaya merupakan salah satu kampung yang terletak di
Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. kampung ini
merupakan hasil dari pemekaran wilayah, yang sebelumnya merupakan sebuah
dusun bernama Dusun Weh due yang termasuk dalam wilayah Kampung Wih
tenang. Dusun Weh due dibuka sekitar tahun 1980-an, dan pada tahun 1999
wilayah ini resmi dimekarkan menjadi kampung tersendiri dengan nama
Kampung Penosan Jaya. Pada masa awal pemekarannya, Kampung Penosan Jaya
dipimpin oleh Tgk Haji Hasan Saleh sebagai kepala kampung pertama, dengan
jumlah penduduk sekitar 60 kepala keluarga.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan bertambahnya jumlah
penduduk, kampung ini kini memiliki lima dusun, yaitu Dusun Weh due, Pantan
Luas, Suka maju, Suka makmur, dan Suka jaya. Kini kampung Penosan Jaya
dipimpin oleh Bapak Adi Syahputra sebagai Reje (Geucik Gampong).
Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk kampung ini mencapai sekitar 340
kepala keluarga.

Secara geografis, Kampung Penosan Jaya terletak di wilayah dataran tinggi
dengan kondisi alam yang berbukit dan berhawa sejuk. Hal ini menjadikan
wilayah gampong tersebut memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan
perkebunan, khususnya tanaman kopi, kentang cabe dan tanaman palawijaya
lainnya yang menjadi komoditas utama masyarakat.

B. Gambaran Umum Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG)
1. Pengertian Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG)
Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) adalah program bantuan

dana dari Pemerintah Aceh yang diberikan kepada setiap kampung untuk
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meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dana ini bersifat
bantuan keuangan khusus, artinya digunakan hanya untuk kegiatan yang telah
ditetapkan pemerintah daerah, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan kegiatan ekonomi produktif termasuk simpan pinjam masyarakat gampong.

Program Bantuan Keuangan Peumakmur Gampong yang dalam
pelaksanaannya disebut dengan BKPG ditujukan untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara umum, BKPG diatur melalui Qanun Aceh dan peraturan
bupati/walikota di setiap kabupaten. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan
pemerintahan gampong agar mampu mandiri dan mengelola keuangan secara
efektif. Program Bantuan Keuangan Peumakmur Gampong (BKPG) juga
bertujuan untuk memeratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan
bekerja, menurunkan jumlah penduduk miskin di kampung. Ini juga bertujuan
meningkatkan kemampuan kemasayaratan lembaga gampong, meningkatkan
kemandirian, swadaya masayarakat, dan gotog royong, serta meningkatkan
kinerja aparat kampung. BKPG juga berfungsi sebagai sumber dana
pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya untuk usaha mikro, kegiatan sosial,
dan simpan pinjam masyarakat gampong.

Sistem pengelolaan BKPG, dana BKPG disalurkan dari pemerintah
kabupaten/kota kepada setiap kampung melalui rekening resmi kampung.
Selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh pemerintah kampung bersama lembaga
kemasyarakatan, berdasarkan hasil musyawarah kampung (musdes). Dalam
praktiknya, sebagian dana BKPG digunakan untuk kegiatan simpan pinjam
masyarakat, dengan tujuan agar dana tetap berputar dan dapat dimanfaatkan
kembali oleh warga yang membutuhkan.

Program ini lahir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pentingnya
kesejahteraan masyarakat kampung serta perlunya dana yang memadai bagi
gampong untuk menjalankan program pembangunan secara mandiri. BKPG

memberikan ruang bagi pemerintah kampung untuk menentukan sendiri prioritas
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pembangunan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat
setempat. Melalui BKPG, gampong memperoleh sumber pendanaan yang lebih
fleksibel, sehingga dapat mengembangkan berbagai program produktif, seperti
kegiatan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas pemuda, penguatan
usaha mikro, serta pembentukan dana simpan pinjam masyarakat. Dalam proses
penyalurannya, BKPG mengikuti mekanisme perencanaan partisipatif melalui
musyawarah gampong, sehingga setiap program yang disusun memiliki legitimasi
sosial dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengelolaan BKPG juga
mensyaratkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan efisiensi, di mana setiap
penggunaan dana harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan
moral. Di banyak gampong. BKPG kemudian berkembang menjadi salah satu
modal dasar terbentuknya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk sistem
simpan pinjam yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan
untuk keperluan produktif maupun konsumtif dengan ketentuan tertentu. Dengan
demikian, BKPG tidak hanya berfungsi sebagai bantuan keuangan semata, tetapi
juga sebagai instrumen pemberdayaan yang memperkuat struktur sosial dan
ekonomi masyarakat desa.
2. Sejarah singkat dana simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya
Kampung Penosan Jaya merupakan salah satu kampung yang masih

memperdayakan sistem simpan pinjam yang berlaku secara non formal
masyarakat melakukan praktik simpan pinjam dengan mengandalkan kebijakan
pemegang buku dan aturan yang disepakati secara umum oleh masyarakat,
berdasarkaan jenisnya terdapat banyak simpan pinjam yang telah didirikan di
kampung penosan jaya diantaranya yaitu:

a. Simpan pinjam BKPG

b. Simpan pinjam beras jimpitan

c. Simpan pinjam uang kas

d. Simpan pinjam mekar

Salah satu simpan pinjam yang paling diminati oleh masyarakat Kampung
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Penosan Jaya adalah simpan pinjam BKPG. Simpan pinjam BKPG ini adalah
simpan pinjam yang dananya merupakan hasil dari bantuan yang di berikan oleh
pemerintah pada masa konflik di aceh yang dinamakan dengan uang BKPG
(Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong). Dana tersebut disalurkan bertujuan
untuk kemakmuran rakyat dan pemberdayaan ekonomi, masyarakat Kampung
Penosan Jaya menggunakan uang tersebut untuk dijadikan pembagunan gampong
dan simpan pinjam untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Amin selaku
mantan sekdes Kampung Penosan Jaya: beliau mengatakan bahwasanya dana
BKPG merupakan dana dari bantuan pemerintah terhadap kampung-kampung di
Aceh, pada masa konflik terjadinya pemerosotan ekonomi dimana masyarakat
mengalami kekurangan dalam hal finansial dan ekonomi jadi diberilah bantuan
oleh pemerintah berupa BKPG yang berarti bantuan keuangan pemakmur
gampong. Jumlah uang yang di berikan berjumlah Rp 30 juta.

Masyarakat Kampung Penosan Jaya menjalankan simpan pinjam BKPG
sejak tahun 2010 dengan menggunakan metode dan ketentuan yang berbeda-beda
tergantung kepada kebijakana pemegang buku yang dapat mengusulkan peraturan
baru dan ketentuan baru, tentunya dengan persetujuan masyarakat, pada awalnya
dana BKPG yang di dapat Kampung Penosan Jaya sebesar 30 juta dan
dilakukanlah pembangunan gampong kemudian uang yang tersisa dijadikan
sebagai pinjaman bagi masyarakat kampung, hal ini terus berjalan sampai saat ini.

Pada awalnya dana BKPG memang dijadikan sebagai pinjaman bagi
masyarakat Gampong Penosan Jaya sebesar 30 juta untuk 11 peserta dengan
jumlah persatu oarngnya Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), pinjaman
dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Peserta yang meminjam harus
mengambalikan pinjaman dalam jangka waktu satu tahun ke pengelola simpan
pinjam BKPG dengan jumlah yang sama sebesar pinjaman yang dilakukan di
awal yaitu Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah berangsur lama dana

tersebut kemudian dibagi lagi, sebagian dana dijadikan sebagai pembangunan
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gampong dan sisanya untuk melanjutkan simpan pinjam.*’

Dana untuk simpan pinjam yang tersisa setelah pembangunan kampung
sebesar Rp15 Juta, masyarakat menyepakati uang tersebut untuk dijadikan simpan
pinjaman di gampong dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati
bersama. Seiring berjalannya waktu dana simpan pinjam BKPG kini semakin
berkembang dibawah penggelolaan masyarakat dan aparatur gampong, sehingga
jumlah awal sebesar Rp15 juta kini semakin bertambah lebih banayak dan dapat
di manfaatkan masyarakat dengan lebih leluasa karna dana yang kini mencukupi
untuk memberikan pinjaman kepada peserta dengan jumlah yang lebih banyak
akan tetapi tetap perorangnya hanya dapat mengambil Rp500.000 (lima ratus ribu
rupiah), tetapi peserta dapat mengambil pinjaman tambahan dengan nama orang
lain, yang awalnya hanya bisa 30 peserta kini dapat lebih dari 30 peserta dan
kedepannya juga akan berkembang.

C. Praktik Simpan Pinjam BKPG Di Kampung Penosan Jaya

Praktik simpan pinjam BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong) di
Kampung Penosan Jaya merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana berbasis
masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial warga.
Sistem in1 memberikan kesempatan kepada anggota untuk meminjam dana dari
kas bersama dengan mekanisme pengembalian tertentu yang diatur oleh
pengurus. Dana dikumpulkan secara rutin dari anggota, dan pengajuan pinjaman
dapat dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing anggota, dengan batas
maksimal yang telah ditentukan oleh pengurus BKPG.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peminjam dan pengurus
BKPG, sebagian besar pengembalian pinjaman dilakukan lebih besar dari jumlah
pokok pinjaman, meskipun tambahan ini dimaksudkan sebagai kontribusi
sukarela untuk keberlanjutan dana. Observasi lapangan menunjukkan bahwa

dokumentasi administrasi pinjaman belum selalu tertulis secara formal, sehingga

47 Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Amin, Manatan sekdes Kampung
Penosan Jaya, Pada Tanggal 25 september 2025.
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pengembalian tambahan terkadang hanya bersifat kesepakatan informal antara
pengurus dan peminjam. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakjelasan
prosedur dan beban tambahan bagi peminjam, meskipun sistem ini tetap dianggap
bermanfaat bagi warga. Selain itu, praktik BKPG di Kampung Penosan Jaya juga
menunjukkan adanya usaha pengelolaan dana yang transparan dan partisipatif, di
mana keputusan terkait penyaluran pinjaman dan pengembalian dibahas bersama
anggota.

Sebagian dari dana BKPG dialokasikan sebagai dana bergulir yang dapat
dipinjam oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan, baik yang bersifat produktif
seperti modal usaha, maupun kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau
kebutuhan rumah tangga. Sistem ini biasanya dikelola oleh pemerintah gampong
atau kelompok masyarakat yang ditunjuk, dengan mekanisme pengajuan,
persetujuan, dan pengembalian yang telah disepakati bersama.

Simpan pinjam BKPG adalah simpan pinjam yang praktiknya dilakukan
secara nonformal oleh masyarakat Kampung Penosan Jaya yang telah ada sejak
tahun 2010 pada masa konflik terjadi di aceh.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Khamaruzaman yang merupakan
pemegang buku simpan pinajam sekaligus menjabat sebagai Pak Dusun di
Kampung Penosan Jaya: bahwa dana simpan BKPG sangat berperan penting bagi
masyarakat pedesaan karena sistemnya yang mudah dan tidak formal jadi banayak
masyarakat yang berminat mengambil pinjaman tiap tahunnya.

Adapun Syarat-syarat mendapatkan pinjaman BKPG bagi masyarakat
gampong adalah:

1. Peserta merupakan warga Kampung Penosan Jaya

2. Peserta mengikuti pengajian yang di adakan ibu-ibu di Kampung
Penosan Jaya

3. Peserta mengikuti beras jimpitan yang di adakan di Kampung Penosan
Jaya

4. Peserta wajib membawa KTP disertai potocopy KTP
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Ketika peserta mengambil pinjaman pada priode pertama maka otomatis
untuk priode ke-2 peserta tidak diperbolehkan untuk meminjam (tidak boleh
meminjam secara berturu-turut) hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan
pemengang buku dengan alasan agar setiap warga dapat meminjam dengan kata
lain warga yang lain juga memiliki kesempatan untuk meminjam dana tersebut.
Dan ketika peserta lain meminjam dengan nama orang lain maka syarat yang
harus di penuhi adalah dengan membawa KTP pemilik nama asli.

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekelituan dalam menagih uang ketika
dekat waktu pengembalian dan juga menandakan bahwa peserta telah mendapat
izin dari pemilik nama asli untuk melakukan pinjaman atas namanya. Dalam
pengambilan pinjaman atas nama orang lain merupakan kebijakan dari pemegang
buku yang di umumkankepada masyarakat dan disepakati secara mayoritas.

Pada awalnya dana pinjaman tidak diperbolehkan memakai nama orang lain
namun seiring berembangnya perkembanagan ekonomi banyak masyarakat yang
tidak membutuhkan dana pinjaman dengan demikian uang yang tersimpan tidak
akan berkembang dan banayaknya masyarakat yang membutuhkan pinjaman
lebih dari jumlah maksimal untuk 1 orangnya sehingga dibuatlah kebijakan untuk
di perbolehkan memakai nama orang lain dengan syarat dan ketentuan yang telah
disepakati.

Sistem pembayaran pinjaman BKPG dilakukan secara tunai secara
keseluruhan (tidak secara kredit/ciciclan). Dalam hak pembayaran yang tertunda
maka yang bertangggung jawab adalah seluruh peserta, dimana setiap peserta
memiliki hak untuk menagih pinjaman ke peserta yang telat membayar hal ini
bertujuan agar uang untuk priode ke-2 bisa di cairkan. Uang untuk priode ke-2
tidak akan di bagikan ketika ada ynag belum melunasi artinya setelah uang lunas
seluruh peserta maka uang baru bisa di cairkan.

Sistem pembayaran pinjaman dalam jangka waktu 6 bulan untuk setiap
pesertanya, priode pertama adalah 6 bulan pertama kemudian lanjut dengan

priode kedua untuk 6 bulan ke depannya.
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Dalam satu tahun diadakan dua priode dengan tujuan dana akan terkelola
secara lancar, setiap peserta yang melakukan pinjaman di riode pertama tidak bisa
melanjutkan pinjaman ke priode kedua, kecuali memakai nama orang lain dengan
syarat yang telah ditentukan.

Peserta yang melakukan pinjaman wajib melunasi pinjaman setelah 6 ulan
secara tunai (bukan cicilan), jika peserta melakukan pembayaran terlambat maka
akan terjadi kendala pada pencairan dana berikutnya. Maka setiap peserta
mempunyai hak untuk menagih sesama peserta hal ini bertujuan untuk
keberlanjutan dana dan agar tidak terjadinya dana macet.

Setiap peserta dapat meminjam sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu) dalam
setiap priode dengan mengembalikan uang pinjaman setelah 6 bulan masa
pinjaman dengan adanya penambahan nilai sebesar Rp50 (lima puluh ribu ), maka
setiap peserta akan mengambalikan pinjaman sebesar Rp550.000 (lima ratus lima
puluh ribu).

Adapun peserta yang mengambil pinjaman atas nama orang lain maka
ketentuannya tepat yakni tiap pinjaman maka pengambaliannya bertambah Rp50
(lima puluh ribu), walaupun orang yang sama tapi mengabil atas nama orang lain
pertambahan nilai pada saat pengembalian pinjaman tetap berlaku karena
tambahan pada pinjaman dihitung berdasarkan peserta peminjam.*®

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Kasmawati selaku salahsatu
peserta yang ikut serta dalam simpan pinjam BKPG : beliau merasa bahwa dengan
adanya simpan pinjam BKPG sangat membantu masyarakat dalam hal
perekonomian, banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana merasa tertolong
dengan adanya pinjaman BKPG tersebut walaupun sebenarnya akan lebih
baiknyan jika peserta yang telah mengambil pinjaman pada tahap pertama bisa
mengambil lagio untuk tahap ke dua atas nama sendiri jadi tidak perlu repot untuk

meminjam nama orang lain apabila ingin meminjam lagi, tapi hal ini juga tidak

48 Hasil Wawancara Dengan Bapak Khamaruzaman, Pemegang buku dan pengelola
simpan pinjam BKPG, Pada Tanggal 26 september 2025.
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terlalu bagus karena bisa menyebabkan tidak meratanya pembagian peserta
pinjaman dalam mengambil pinjaman BKPG teresbut karena orang yang
meminjam akan itu-itu saja dan memungkinkan peserta lain yang membutuhkan
pinjaman tidak mendapat pinjaman.*

Secara umum, pelaksanaan program simpan pinjam BKPG dilakukan
dengan cara menyalurkan sejumlah dana kepada kelompok masyarakat yang
membutuhkan pinjaman, dengan kesepakatan pengembalian dalam jangka waktu
tertentu. Dana yang telah dikembalikan kemudian digulirkan kembali kepada
masyarakat lain yang membutuhkan, sehingga menciptakan siklus ekonomi
berbasis gotong royong dan saling membantu antar warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karim yang merupakan
pemegang buku sebelumnya, praktik simpan pinjam BKPG di desa pada
umumnya berjalan dengan sistem yang relatif sederhana dan disesuaikan dengan
kondisi sosial masyarakat setempat. beliau menjelaskan bahwa dana BKPG tidak
seluruhnya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi sebagian disisihkan
sebagai dana bergulir yang dapat dipinjam oleh warga.

Proses peminjamannya dilakukan secara informal namun tetap terdata, di
mana masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha kecil, biaya
kesehatan, maupun kebutuhan mendesak lainnya datang langsung kepada
pengelola untuk mengajukan permohonan. Setelah disetujui, dana dipinjamkan
dengan ketentuan pengembalian dalam jangka waktu yang disepakati.
Menurutnya, pemanfaatan dana sebagai pinjaman ini dianggap lebih bermanfaat
karena dana tidak hanya habis sekali pakai, tetapi dapat terus berputar dan
memberi manfaat bagi banyak warga.

Dari keterangan beberapa warga, terdapat praktik penambahan jumlah
pengembalian yang disebut sebagai “tambahan jasa” atau “biaya pengelolaan,”

yang besarannya telah ditetapkan dalam musyawarah gampong. Tambahan

4 Hasil Wawancara Dengan Ibu Kasmawati, peserta simpan pinjam BKPG, Pada
Tanggal 26 September 2025.
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tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kontribusi untuk
keberlanjutan dana bergulir, sementara sebagian lainnya menganggapnya
memberatkan karena harus mengembalikan lebih besar dari jumlah yang
dipinjam. Aparat kampung juga mengakui bahwa sistem pengawasan masih
dilakukan secara manual dan sederhana, sehingga tidak jarang terjadi
keterlambatan pengembalian, bahkan ada yang menunggak tanpa kejelasan.

Meski demikian, mayoritas masyarakat menilai kehadiran simpan pinjam
BKPG sangat membantu, terutama bagi warga yang tidak memiliki akses ke
lembaga keuangan formal seperti koperasi atau bank. Praktik ini menunjukkan
bahwa sistem simpan pinjam BKPG telah menjadi bagian dari ekonomi lokal
masyarakat, namun pada saat yang sama membuka ruang untuk dikaji lebih dalam
terkait kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.>

Adapun jumlah peserta tidak di tentukan oleh pemegang buku atau
mengelola simpan pinjam BKPG, setiap masyarakat yang memenuhi syarat dapat
mengajukan pinjaman dalam satu priode pertahun. Berdasarkan hasil wawancara
bersama pengelola simpan pinjam BKPG mengatakan bahwa dana pinjaman
untuk peserta tidak selalu habis di ambil oleh peserta artinya semua dana
perpriodenya terkadang tidak habis diambil oleh peserta dikarnakan banyaknya
masyarakat yang mengambil pinjaman karena kekurangan dana atau karna
masalah ekonomi yang sedang dialami. Dengan begitu tidak semua masyarakat
mengalami kesulitan dalam ekonomi dan memuat kemungkinan dana BKPG akan
tersimpan dan tidak terpakai ketika tidak adanya peserta. Misal: setiap satu kali
priode pengambilan pinjaman peserta yang mengajuka pinjaman memenuhi batas
maksimum yan artinya seluruh dana pinjaman BKPG di keluarkan sejumlah
Rpl5juta dengan begitu peserta yang meminjam di priode pertama tidak boleh
melakukan pinjaman pada priode kedua, namun pada saat priode kedua datang

terkadang banyak masyarakat sedang tidak membutuhkan dana dengan begitu

5 Hasil Wawacara Dengan Bapak Karim, Mantan Pemegang buku BKPG, Pada
Tanggal 25 September 2025.
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jumlah vang yang di pinjam peserta akan kurang dari jumlah maksimum dana

BKPG, pengelola buku menyatakan bahwa dana yang tidak terpakai akan tetap

disimpan tanpa memberikan pinjaman dabel ke peserta lain terkecuali peserta lain

menggunakan nama orang lain.

Jumlah uang yang dijadikan sebagai dana simpan pinjam BKPG akan
bertambah seingin tahun, jumlah data awal dana sebesar Rpl5 juta yang kini
berkembang sampai Rp24 juta (data berdasarkan hasil wawancara). Setiap peserta
yang melakukan pinjaman akan berkontribusi sebesar Rp50 (lima puluh ribu
rupiah) pada saat pengembalian pinjaman, dari sinilah uang yang terus
berkembang dan bertambahnya jumlah peserta yang dapat melakukan pinjaman
dari dana BKPG. Setiap peserta yang mengajukan pinjaman mengajukan
langsung pada pemengang buku/pengelola pinjaman BKPG, biasanya akan
diumumkan dihari jum’at ketika selesai pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu
kampung penosan jaya, pengumumannya langsung dilakukan oleh pengelola
simpan pinjam BKPG.

Peserta yang melakukan simpan pinjam BKPG akan bertambah setiap
tahunnya biasanya per priode terdapat 3 atau 4 orang peserta yang dapat ditambah
untuk mengambil pinjaman, paling banyak sekitar 4 orang dan paling sedikit
sekitar 2 orang peserta yang dapat ditambah.>!

D. Praktik Simpan Pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong
(BKPG) Ditinjau Berdasarkan Teori A/-Qardh di Kampung Penosan
Jaya.

Praktik simpan pinjam yang berlangsung di Kampung Penosan Jaya dapat
dianalisis melalui konsep akad gardh. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dijelaskan bahwa gardh
adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan, dengan

kewajiban mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun.

5! Hasil Wawancara Dengan Bapak Khamaruzaman, Pemegang Buku dan Pengelola
Simpan Pinjam BKPG, Pada Tanggal 26 September 2025.
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Pemberi pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan atau manfaat dari
akad tersebut.’? Dengan demikian, akad gardh merupakan bentuk akad tabarru’
(tolong-menolong) dan bukan akad tijarah (komersial).

Dalam Islam simpan pinjam tergolong kepada akad sosial, yang artinya
dalam pelaksanaan simpan pinjam tidak diperbolehkan memberikan penambahan
atas pokok simpan pinjam. Sebagaimana diketahui bahwa memberikan
penambahan atas pokok baik dari kegiatan simpan pinjam termasuk kedalam riba,
sementara para ulama sepakat bahwa riba itu haram.>?

Qarrd adalah salah satu akad dengan syariat Islam dalam bermuammalah
yaitu tentang hukum pinjam meminjam. Qardh menjadi penting karena menjadi
hukum dasar pinjaman dimana seseorang yang meminjamkan hartanya kepada
orang lain yang membutuhkan tidak dibolehkan meminta tambahan atas harta
yang dipinjamkan. Karena itu termasuk dalam riba yang sangat dilarang oleh
islam. Berbeda dengan akad lain seperti murabahah, mudharabah, ataupun ijarah,
yang memperbolehkan pengambilan keuntungan berdasarkan jual-beli, kerja
sama, ataupun jasa. Qardh memang menjadi akad pinjam meminjam yang murni
sehingga tidak boleh memberikan tambahan dalam bentuk apapun. Perbankan
syariah sering menggunakan akad gardh ini untuk program dana-dana kebaikan,
sehingga nasabah atau mitra yang mendapat pinjaman dengan akad gardh hanya
mengembalikan sejumlah uang yang di pinjamkan saja .>*

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik simpan pinjam BKPG di
Kampung Penosan Jaya, terdapat pengembalian dana yang melebihi jumlah
pokok pinjaman, meskipun tambahan ini diklaim sebagai kontribusi sukarela
untuk keberlanjutan dana.

Praktik simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya dapat dianalisis

52 Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.”

53 Antonio ,Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, 2001) Him 133.

5% Aldo Robi Prananda, “Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif
Ekonomi Islam,” Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam Vol 03 (2024): hlm 62.
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dari perspektif hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian mekanisme
pengelolaan dana masyarakat dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Sistem ini
menawarkan solusi ekonomi berbasis komunitas yang memungkinkan warga
memperoleh bantuan finansial secara kolektif, namun pengembalian pinjaman
yang melebihi jumlah pokok menimbulkan tantangan hukum terkait prinsip qardh
hasan. Dalam literatur figh muamalah, pinjaman yang sah harus dikembalikan
sesuai jumlah pokok tanpa tambahan keuntungan oleh karena itu, setiap
kontribusi ekstra yang diwajibkan atau tidak jelas dasarnya berpotensi
mengandung unsur riba, yang secara tegas dilarang. Praktik pengembalian
tambahan ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dana, perlu
evaluasi agar tetap sesuai dengan syariah.

Selain mekanisme pengembalian, aspek administrasi dan transparansi juga
menjadi perhatian penting. Observasi menunjukkan bahwa sebagian prosedur
pencatatan pinjaman masih informal, sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi peminjam maupun pengurus. Prinsip muamalah menekankan
pentingnya kepastian transaksi, dokumentasi tertulis, dan persetujuan bersama
agar tidak merugikan salah satu pihak. Kondisi ini mengindikasikan perlunya
penguatan sistem administrasi untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam
pengelolaan dana BKPG.

Secara lebih luas, perspektif hukum ekonomi syariah menuntut adanya
keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan perlindungan hak anggota.
Mekanisme pengembalian harus jelas, kontribusi tambahan bersifat sukarela dan
disetujui bersama, serta seluruh transaksi terdokumentasi secara formal.
Implementasi prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa simpan pinjam BKPG
tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga memenuhi kaidah syariah,
menegakkan keadilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem keuangan berbasis komunitas.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum ekonomi syariah terkait

figih muammalah berdasarkan teori gardh karena adanya unsur pertambahan nilai
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pada pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan gardh, sehingga
dapat dikategorikan mendekati praktik riba. Hal ini menjadi penting untuk
dianalisis karena bertentangan dengan prinsip muamalah syariah yang
menekankan keadilan, persetujuan bersama, dan larangan membebani pihak
peminjam secara berlebihan.

Dalam kerangka figh muamalah, praktik semacam ini menuntut
penyesuaian mekanisme pengelolaan agar selaras dengan hukum syariah. Solusi
yang dapat ditempuh antara lain: penetapan pengembalian pinjaman hanya
sebesar jumlah pokok, dokumentasi perjanjian yang jelas, dan penerapan
transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, sistem BKPG tidak
hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga
kehalalan transaksi, meminimalisasi potensi sengketa, dan meningkatkan
kepercayaan warga terhadap keberlanjutan lembaga keuangan lokal ini.

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan praktik yang terjadi di Kampung
Penosan Jaya, maka ditemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip qardh
dengan praktik simpan pinjam BKPG. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat
yang melakukan pinjaman dana BKPG berkewajiban mengembalikan dana
sebesar Rp550.000 (limaratus limapuluh ribu) dari pinjaman awal Rp500.000
(limaratus ribu), dengan tambahan sebesar Rp50.000 (limapuluh ribu) yang
disebut sebagai “uang jasa” atau “kontribusi sosial”. Tambahan ini disepakati di
awal pinjaman dan menjadi syarat bagi peminjam.

Berdasarkan teori gardh, tambahan tersebut tergolong sebagai riba gardh,
karena merupakan tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Walaupun
masyarakat menilai tambahan itu sebagai bentuk iuran untuk menjaga
keberlangsungan dana, hukum Islam tidak membedakan niat dalam hal riba
apabila bentuk akad nya adalah pinjaman yang disyaratkan dengan tambahan.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: “Setiap pinjaman yang
menghasilkan manfaat adalah riba”. Dan dapat dilihat berdasarkan surah Ar-Rum

ayat 39 yang berbunyi:
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b o M\ g ju

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang
melipat gandakan (pahalanya).>

Namun, dari sisi sosial, praktik simpan pinjam BKPG memiliki nilai positif
dalam membangun semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat.
Sistem ini didasari oleh niat baik untuk membantu warga yang membutuhkan
dana secara cepat dan mudah, serta agar dana desa dapat terus berputar dan
bermanfaat bagi semua. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa motivasi
masyarakat bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan menjaga
keberlangsungan dana sosial desa. Meski demikian, niat baik tidak dapat
mengubah hukum suatu akad apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan
syariat. Oleh karena itu, agar kegiatan simpan pinjam tersebut sesuai dengan
prinsip hukum ekonomi syariah, maka sistemnya perlu diarahkan menjadi akad
qardh hasan, yaitu pinjaman tanpa tambahan, atau dapat pula diubah menjadi akad
mudharabah jika masyarakat ingin memp eroleh keuntungan melalui mekanisme
bagi hasil yang halal.

Selain itu, pemerintah kampung atau pengelola dana BKPG dapat membuat
peraturan tertulis yang berlandaskan prinsip syariah untuk menjadi pedoman
dalam pelaksanaan simpan pinjam ke depan. Dengan adanya sistem pengelolaan
yang sesuai syariat, diharapkan kegiatan simpan pinjam masyarakat dapat
berjalan secara berkelanjutan tanpa mengandung unsur riba dan tetap memberikan
manfaat sosial bagi masyarakat gampong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Penosan Jaya,

praktik simpan pinjam BKPG dilakukan dengan mekanisme pengumpulan dana

55 Qur’an surah Ar-Rum Ayat 39
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dari anggota secara rutin setiap 6 bulan. Warga yang membutuhkan dana dapat
mengajukan pinjaman dengan kewajiban mengembalikan jumlah pokok beserta
tambahan kontribusi yang ditetapkan oleh pengurus. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa peminjam mengembalikan dana lebih besar dari jumlah
pokok pinjaman, meskipun tambahan tersebut diklaim sebagai kontribusi untuk
keberlanjutan dana BKPG. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa
dokumentasi administrasi pinjaman belum selalu tertulis secara formal, sehingga
mekanisme pengembalian tambahan sering bersifat kesepakatan informal antara
pengurus dan peminjam. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan
prosedur yang berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi peminjam.

Selain itu, meskipun mayoritas peminjam merasa terbantu oleh sistem
simpan pinjam BKPG, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik
pengembalian lebih dari pokok pinjaman masih mengandung unsur yang
bertentangan dengan prinsip gardh dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini
menegaskan perlunya penyesuaian mekanisme pengelolaan dana agar selaras
dengan prinsip syariah, seperti pengembalian pinjaman hanya sebesar jumlah
pokok, dokumentasi perjanjian yang jelas, dan transparansi dalam pengelolaan
dana. Dengan demikian, sistem simpan pinjam BKPG dapat tetap berfungsi
sebagai sumber bantuan ekonomi masyarakat sekaligus mematuhi prinsip
keadilan dan kehalalan transaksi menurut hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik simpan pinjam BKPG
di Kampung Penosan Jaya belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip hukum
ekonomi syariah, karena adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman.
Namun semangat sosial dan kebersamaan masyarakat tetap perlu diapresiasi dan
dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian sistem agar selaras dengan prinsip

syariah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat desa.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang

dilakukan tentang Peraktik Simpan Pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya

adalah sebagai berikut:

1.

Praktik simpan pinjam melalui Dana BKPG di Kampung Penosan Jaya
berjalan dengan sistem peminjaman yang relatif mudah dijangkau oleh
masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan,
dengan pengembalian dilakukan secara berkala. Pengelolaan dana
dilakukan oleh pemerintah kampung dengan memanfaatkan iuran dan
pengembalian pinjaman dari anggota. Sistem ini membantu masyarakat
memenuhi kebutuhan serta berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pengawasan masih
membutuhkan peningkatan untuk memastikan transparansi dan keadilan
bagi seluruh anggota. Masyarakat melakukan pinjaman dengan jangka
waktu per 6 bulan sekali dengan dua kali priode dalam satu tahun dengan
jumlah pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) dan dikembalikan
dalam tenggat waktu 6 bulan dengan jumlah Rp550.000 (lima ratus
limapuluh ribu) dengan adanya penambahan pada pengembalian pinjaman
yaitu Rp50.000 (lima puluh ribu), pertambahan nilai pada saat
pengembalian pinjaman akan dijadikan sebagai dana tambahan pinjaman
BKPG, untuk menambah jumlah peserta yang dapat meminjam pinjaman,
memperbesar jumlah dana simpan pinjam BKPG pada Gampong Penosan
Jaya.

Berdasarkan teori Al-Qardh, praktik simpan pinjam BKPG yang
menerapkan pengembalian lebih besar dari jumlah pokok pinjaman
berpotensi bertentangan dengan prinsip al-qardh, yang menekankan

pinjaman tanpa tambahan keuntungan. Meskipun sistem ini memberi
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manfaat sosial dan ekonomi, perlu adanya penyesuaian sistem
pengembalian agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menjaga
keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Konsep akad simpan
pinjam BKPG menggunakan akad gardh, masyarakat dalam
mempraktikkan simpan pinjam belum sesuai dengan akad dalam islam,
hal itu dikarenakan masyarak masih menggunakan pertambahan nilai pada
saat pengembalian pinjaman. Dalam hal ini peserta berkewajiban
membayar pinjaman lebih dari dana seharusnya dikembalikan,
berdasarkan konsep gardh maka peserta tidak memiliki kewajiban untuk
membayar pinjaman lebih dari dana yang di pinjamkan diawal sedangkan
masyarakat Kampung Penosan Jaya masih menggunakan pertambahan

nilai pinjaman pada saat pengembalian pinjaman.

. Saran

. Pemerintah/ pejabat kampung diharapkan agar dalam pelaksanaan
kegiatan simpan pinjam melalui dana BKPG dapat lebih memperhatikan
prinsip-prinsip muammlah berdasarkan akad gardh, khususnya dalam hal
mekanisme pengembalian dana yang tidak mengandung unsur riba.
Pengelola BKPG disarankan untuk mengganti sistem tambahan
pengembalian dengan mekanisme yang sesuai syariat, seperti sistem bagi
hasil (mudharabah atau musyarakah) maupun penerapan jasa administrasi
yang wajar sesuai ketentuan syariah.

. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep
pinjaman dalam Islam, terutama mengenai akad gqard (pinjaman
kebajikan), sehingga kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan dapat
berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong tanpa
melanggar ketentuan syariat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan
berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana

BKPG agar pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.
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